
 

 
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis secara kualitatif pada

sebelumnya pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan

metode berpikir induktif. Kesimpulan penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Penyalahgunaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Negeri berupa:

a. sengaja yaitu secara terencana dan terorganisir sehingga dapat

menimbulkan kerugian target sasaran kegiatan maupun materi

b. ketidaksengajaan oleh karena penanggung jawab kurang memiliki

kemampuan yang cukup untuk mengelola dan mengadministrasi

anggaran yang dibutuhkan dan yang dipergunakan.

2. Penyalahgunaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Swasta berupa

laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan dan

hanya diketahui unsur anggota komite sekolah secara internal yang

kurang mendasarkan pada transparansi kepada seluruh orang tua siswa.

3. Faktor-faktor yang menjadikan penyalahgunaan keuangan di Sekolah

Menengah Pertama pada sampel penelitian, meliputi:

Gaji pengajar yang relatif kecil, moral rendah, pengawasan dalam

organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, dan lemahnya penegakkan

hukum.
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B. Saran-saran

1. Sekolah Menengah Pertama

a. Keanggotaan komite sekolah mendasarkan prinsip keadilan, efisiensi,

transparansi dan akuntabilitas publik, dengan melibatkan jumlah orang

tua siswa yang lebih proporsional tidak hanya sekedar dinilai dari

ketokohannya semata.

b. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan dilakukan secara terbuka

dengan melibatkan seluruh orang tua siswa

c. Perlunya pembuatan indek dan tolok ukur kegiatan yang direncanakan

oleh semua komponen orang tua siswa, sehingga semua jenis kegiatan,

evaluasi kegiatan serta hasil kegiatan menjadi efektif dan efisien.

2. Dinas Pendidikan

a. Dinas Pendidikan harus mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan

terhadap pelaksanaan keuangan pada Sekolah Menengah Pertama

b. Dinas Pendidikan harus tegas memberikan sanksi terhadap orang-

orang yang melakukan pelanggaran penyimpangan keuangan disatuan

kerja Sekolah Menengah Pertama.
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LAMPIRAN

PROGRAM KERJA UNTUK SMP DAN GURU

DINAS PENDIDIKAN KAB BANYUMAS

Indikasi rencana operasional sekolah menengah pertama di Kabupaten Banyumas

meliputi:

1. Pembangunan gedung sekolah

2. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

4. Rehab sedang / berat bangunan sekolah

5. Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah

6. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

7. Pelatihan penyusunan kurikulum

8. Pembinaan SMP terbuka

9. Penyediaan dana pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTS

10. Penyelenggaraan Paket A setara SD

11. Penyelenggaraan Paket B setara SMP

12. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

13. Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL)

14. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran

menggunakan teknologi

15. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
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16. Penyediaan Beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah

17. Penyediaan Beasiswa Transisi

18. Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

Indikasi rencana operasional Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan

Kependidikan terdiri dari:

1. Sertifikasi tenaga pendidik

2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

4. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

6. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

pendidik

7. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi

pendidik dan tenaga kependidikan

8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
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